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Taufik Kurniawan: Efektivitas Meritokrasi
diawali dari Proses Elektoral

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima plakat dari Ketua
Departemen Administrasi Publik FISIP Undip Hardi Warsono

Pimpinan DPR RI mendo-
rong penguatan kepada Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN)
dalam rangka mewujudkan
dan menjaga sistem merit atau
meritokrasi dalam kebijakan
dan manajemen Aparatur Si-
pil Negara (ASN) di Indonesia.
Pasalnya, KASN memiliki pe-
ran penting dalam mengawasi
dan mengevaluasi jalannya
Undang-undang No. 5 Tahun
2014 tentang ASN.

Wakil Ketua DPR RI Taufik
Kurniawan saat memberikan
materi pada Seminar Nasional
Publikisme 2017 bertema Me-
lawan Patologi Birokrasi mela-
lui Meritokrasi di Fakultas limu

Sosial dan Politik, Universitas
Diponegoro, Semarang, Kamis
(26/10/2017), mengaku diri-
nya mendorong agar kelemba-
gaan KASN diperkuat. Hal itu
untuk menghindari potensi-
potensi patologi birokrasi, ser-
ta tidak berjalannya amanat
UU ASN.

“Jangan sampai KASN ini
menjadi semacam lembaga
yang tidak memiliki daya ceng-
keram yang kuat. Saya secara
pribadi termasuk yang berpan-
dangan, perlu adanya pengu-
atan kepada KASN. Bisa diba-
yangkan, jika tidak ada yang
mengawasi dan mengevaluasi,
pasti ujungnya ke patologi bi-

rokrasi,” kata Taufik.

Bahkan Legislator Partai
Amanat Nasional itu menilai,
saat ini dengan adanya KASN,
pun masih banyak penyim-
pangan meritokrasi yang terja-
di. Sehingga, agar meritokrasi
itu dapat berlangsung efektif,
proses elektoral pemimpin da-
erah juga memegang peran-
an yang penting. Proses aktif
sebagai calon pemilih dalam
proses elektoral, akan menen-
tukan bagaimana calon pe-
mimpin daerah itu menjalan-
kan meritokrasi.

“Saat proses elektoral, kita
harus menjadi pemilih yang
cerdas. Karena ini menentukan
bagaimana komitmen calon
pemimpin itu. Siapapun dan
dimanapun calon pemimpin itu
untuk berkomitmen terhadap
konseptual meritokrasi yang
dia janjikan. Sebagai seorang
pemilih dalam elektoral, Anda
harus menanyakan bagaima-
na komitmen calon pemimpin
yang anda pilih dalam menga-
wal meritokrasi,’ papar Taufik.

Taufik memberikan contoh,
jika calon pemimpin daerah
terpilih, lalu kemudian meng-
angkat tim sukses ataupun
pendukungnya menjadi ba-
gian dari kepempinan daerah
itu, hal itu bisa dikategorikan
sudah merusak sistem meri-
tokrasi. Sehingga, pemilih ti-
dak bisa berbuat apa-apa, dan
harus menunggu hingga bera-

khirnya masa jabatan pemim-
pin daerah itu.

“Untuk menuju proses elek-
toral yang cerdas, dan profe-
sional, sebagai akademisi kita
tidak boleh hanya melihat fisik
calonnya. Tetapi bagaimana
komitmen dia dalam penjaga-
an sistem merit di daerah yang
akan dia pimpin. Setelah calon
pemimpin daerahnya terpilih,
si pemilih kemudian berhak
untuk mengawasi dan mena-
gih janji pemimpin daerah ter-
pilih itu,” imbuh Taufik.

Taufik memperkirakan,
dengan terwujudnya birokra-
si yang sehat, dinamis, dan
profesional, serta meritokrasi
yang efektif, dapat menjadi
roda penggerak pemerintah
dalam menjalankan fungsi
program-program pemerintah.
Atau dalam arfi luas, tambah
Taufik, pemerintah dapat men-
jalankan sistem konstitusional-
nya secara serentak dari Presi-
den sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan hingga
seluruh aparat yang ada di ba-
wahnya.

“KASN ini memiliki peran
sangat penting, dan kunci dari
amanat UU ASN. KASN men-
jadi penjaga sistem meritokrasi
kita. Sehingga, kita tidak boleh
acuh tak acuh atau bahkan
golput pada proses elektoral,
dimana hal ini turut mempe-
ngaruhi efektivitas meritokrasi
di negara kita," pesan Taufik.



